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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan (Archipelagic State) dengan luas perairan 2/3 dibandingkan dengan luas daratan, terdiri darimemiliki 17.508 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 7.9 juta km² dimana 1.8 juta km² wilayah daratan maka dengan demikian luas laut territorial Indonesia mencapai 3.2 juta km² dan luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.9 juta km².

Apabila dilihat dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut Negara Indonesia telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairannya, adapun tindakan pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi kepntingan nasional salah satunya menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960.

Untuk menegakan sistem keamanan di laut harus dibangun dengan mengunakan prinsip mensinergikan kekuatan antar seluruh instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut. Sinergitas tersebut dapat terwujud adanya kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur penyelenggara keamanan di laut yang dilakukan oleh para aparatnya dengan tujuan akhir adalah tegaknya kedaulatan (Sovereignity) dan hak berdaulat (Sovereign Right) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 34, Pasal 47 dan Pasal 49 dari UNCLOS 1982, disebutkan bahwa sebuah negara merdeka berpantai maka Negara tersebut harus berkuasa atas wilayah darat dan wilayah perairan serta udara diatasnya. Dari sekian banyak ketentuan yang diberikan  UNCLOS 1982 adalah pengaturan mengenai selat yang ada dalam negeri merdeka, akan tetapi disisin lain juga UNCLOS 1982 memberikan batasan-batasan dalam menetapkan batas perairan yang dihitung dari mana dan sejauh mana sehingga tidak merugikan negara tetangga serta negara tidak berpantai oleh karena itu negara memiliki hak/wewenang.

Guna memastikan keselamatan dan keamanan kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan maupun pelabuhan di Indonesia, sangat diperlukan adanya pengawasan yang intensif oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) terutama dalam menerapkan prinsip keselamatan pelayaran, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim. Kondisi ini disebabkan karena posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sehingga transportasi laut memegang peran yang strategis bagi pelayaran internasional dan berdampak pada banyaknya kapal asing yang akan menyinggahi atau beroperasi di pelabuhan Indonesia.   

Kegiatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing oleh Port State Control Officer (PSCO) juga untuk membuktikan eksistensi pemerintah Indonesia sebagai negara yang memiliki yurisdiksi di pelabuhan / port state. “Para Pejabat Pemeriksa Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) di Indonesia harus berperan aktif dan lebih intensif dalam melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia agar keselamatan dan keamanan kapal asing tersebut lebih terjamin. 

Kewenangan pemeriksaan kapal asing telah diatur berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing di pelabuhan sedangkan dalam pelaksanaan tugas dimaksud, juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI No 119/ 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No HK.183/1/9/DJPL-18 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kaiklautan dan Keamanan Kapal Asing.

Kewenangan pemeriksaan kapal asing tersebut juga diamanatkan oleh International Maritime Organization (IMO) resolution A.1052 (27) tentang Procedure for Port State Control dan perjanjian bersama Port State Control di Asia Pasifik (Tokyo MoU) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia tahun 1993.

Kegiatan pemeriksaan kapal asing juga memiliki peran dalam membantu pejabat pemeriksa keselamatan kapal (marine inspector) untuk melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional sehingga terhindar dari detention di negara lain yang akan berakibat pada kategori/status kapal-kapal berbendera indonesia dimata dunia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas perpektif hukum Islam terhadap hukuman mati di Indonesia  dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Kapal Asing Yang Berlayar Di Perairan Indonesia”
Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimana pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia ?

Bagaimana pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982?

Bagaimana hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dan  upaya mengatasinya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia.

Untuk mengetahui dan menganalisis pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982.

Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia  dan  upaya mengatasinya.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tentang pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia.
Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas bagi pihak Syahbandar selaku penanggung jawab dalam hal pengawasan kapal asing.

� Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.


� Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya


� Pasal 49 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk mengatur/membuat peraturan hukum (Legislation), mengawasi berlakunya peraturan (Control), dan menegakkan peraturan/hukum yang berlaku (Law Enforcement) demi kepentingan negara/bangsa
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